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PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH,
	Menimbang
:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa );
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020.


	Mengingat
:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan  Menteri
Dalam
Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang Kewenangan  Desa
(Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan terintergrasi (lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14); 

18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengalokasian Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);

19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);

21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);

22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019);

23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa,

24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  13 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang /Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APB Desa;

26. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Lembar Desa Sampalan Tengah Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampalan Tengah Tahun 2014 – 2020 ( Lembar Desa Sampalan Tengah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampalan Tengah Tahun 2014 – 2020                ( Lembar Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Nomor 6).
28. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Nomor 5).


Dengan Kesepakatan  Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN SAMPALAN TENGAH
dan 

PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Klungkung.

6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa aalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan Desab yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada diDesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menetapakan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat dengan RPJMD adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disngkat dengan RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa dalam kurun waktu 1(satu) Tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat dengan APBDes adalah Rencana Pembiayaan Tahunan Pemerintahan Desa. 

13. Aset adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan asli Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak yang sah.
Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2020. RKPDes ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Pasal 3
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa  Sampalan Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun sebagai berikut :


BAB 1
:  PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

c. Tujuan dan manfaat

d. Proses Penyusunan

e. Sistematika


BAB II
:  GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

a. Geografis Desa

b. Keadaan Penduduk

c. Mata Pencaharian Penduduk.

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

e. Kondisi Pemerintahan Desa


BAB III 
:  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Perioritas Program Pembangunan Skala Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

b. Pagu Indikatif Program dan kegiatan dimasing-masing Bidang.


BAB IV
:  BIDANG PEMBIAYAAN

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tidak terduga.


BAB V
:  PENUTUP


Lampiran-lampiran
1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa

3. Pagu Indikatif Desa

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa

5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

6. Gambar Rencana Prasarana

7. Rencana Anggaran Biaya

8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

9. Daftar Usulan RKP Desa

10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes

Pasal
4
Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.
Pasal
5
Apabila dipandang perlu Perbekel dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Perbekel, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam lembara Desa Sampalan Tengah





Ditetapkan di Sampalan Tengah






Pada tanggal 27 September 2019





PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH






I WAYAN MUDIARTA

Diundangkan di Desa Sampalan Tengah

Pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DESA SAMPALAN TENGAH

I KADEK SUKARTA
LEMBARAN DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 4
LAMPIRAN I
: 
PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH

NOMOR          
: 
4 TAHUN 2019

TANGGAL     
: 
27 SEPTEMBER 2019

TENTANG
:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) DESA SAMPALAN TENGAH 
TAHUN 2020
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PEMERINTAH DESA SAMPALAN TENGAH

KECAMATAN DAWAN

KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan tertib kepentingan umum, keterbukaan, propesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearipan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni “terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Bidang Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya perioritas kebijakan supra desa, Pembangunan kawasan pedesaan antar Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang bersifat regioler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sampalan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

	1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

	3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

	4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);

	7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 158);

	11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi  Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 159);

	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pengangkatan dan memberentian perangkat desa  (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 1223);

	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2016 Nomor 6);

	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 89);

	16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

	19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 13);

	20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14); 

	21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);

	22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

	23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35); 

	24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);

	25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019); 

	26. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;

	27. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

	28. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  13 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang /Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APB Desa; 

	29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 13);

	30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14); 

	31. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);

	32. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

	33. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35); 

	34. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);

	35. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019); 

	36. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;

	37. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampalan Tengah Tahun 2014 – 2020 ( Lembar Desa Sampalan Tengah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampalan Tengah Tahun 2014 – 2020 ( Lembar Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Nomor 6).


C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 secara partisipatif adalah sbb  :
a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai RPJM Desa.

b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi.
c. Menetapkan Program dan kegiatan Perioritas.
d. Menetapkan kerangka pendanaan.
e. Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pembangunan di Desa.
g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Manfaat 

a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa.

b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa.

c. Pemberi arah kegiatan Pembangunan Tahunan di Desa.

d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa.

e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

f. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan di tingkat Desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan RKP Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut  :

1. Musyawarah Desa untuk membahas Perioritas Perencanaan Tahunan Desa yang akan disusun kedalam RKP Desa Tahun 2020.

2. Sosialisasi dan pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa serta Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020.

3. Loka karya analisis untuk penyusunan draf RKP Desa.

4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draf RKP Desa menjadi rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020.

5. Rapat BPD membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020.

E. 
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD

1. Perbekel berkordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar melaksanakan musyawarah desa untuk membentuk Tim Verifikasi RKP Desa dan selanjutnya Perbekel membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang kesemuanya dikuatkan dengan Keputusan Perbekel.

2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa Pemerintah Desa memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan Tim Verifikasi melakukan serta evaluasi RKP Tahun sebelumnya yang kegiatannya belum terealisasi serta melakukan penyelarasan dari semua usulan terhadap RPJM Desa 

3. Setelah Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap hasil pencermatan RKP Tahun sebelumnya yang kegiatannya belum terealisasi dan RPJM Desa pada matrik tahun berkenaan selanjutnya  menyerahkan hasilnya kepada Tim RKP Desa untuk mulai melakukan penyusunan RKP Desa.

4. Tim RKP Desa melakukan Penyusunan terhadap hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi kemudian hasil Rancangan RKP Desa yang telah disusun oleh Tim penyusun RKP Desa selanjutnya diserahkan kembali kepada Tim Verifikasi untuk memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen Rancangan RKP Desa sampai akhirnya disampaikan pada Perbekel.
5. Perbekel melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa kepada seluruh perserta musyawarah untuk melakukan perengkingan kegiatan sesuai pagu indikatif yg diterima oleh desa
6. Setelah disepakati Rancangan RKP Desa tersebut, maka Perbekel bersama BPD menetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan selanjutnya memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannnya dalam Lembaran Desa.

F. 
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
1. BPD meminta Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil Keputusan.

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

G.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan Kwalitas dan Kwantitas Pemerintahan Desa.

2. Meningkatkan Pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.

3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Meningkatkan Partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa agar Desa menjadi berkembang dan Mandiri.

5. Terciptanya lingkungan yang berkwalitas, sehat dan lestari.

6. Terwujudnya pelayanan yang Prima di dasarkan pada Pemerintahan yang baik bersih Transparan dan Berwibawa. 


Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya Dukung terhadap peningkatan Pendapatan masyarakat

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana kebutuhan Dasar Masyarakat.

3. Terlaksananya Program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Terwujudnya Perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Terwujudnya Kwalitas Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksnakan Penyelenggaraan Pembangunan di Desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan Perangkat Desa

2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Tunjangan dan Operasional BPD

4. Program Operasional Pemerintah Desa.

5. Program Pelayanan dasar Infrastruktur

6. Program Pelayanan dasar Pendidikan, sosial, Budaya Masyarakat.

7. Program Pelayanan Kesehatan.

8. Program Kebutuhan Primer Sandang.

9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Program Ekonomi Produktif.

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. GEOGRAFIS DESA

Desa Sampalan Tengah merupakan salah satu dari Dua Belas Desa yang ada di Kecamatan Dawan dan terletak di Sebeleh Timur Kota Semarapura dengan Jarak 1,5 Km dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Sampalan Tengah terdiri dari 3 Banjar Dinas yaitu  :

1. Banjar Dinas Papaan

2. Banjar Dinas Jabon

3. Banjar Dinas Pakel

Desa Sampalan Tengah termasuk Daerah Dataran rendah dengan ketinggian 155 m dari Permukaan laut, dengan luas Wilayah 67, 00 Ha dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut   :

1. Di Sebelah Utara
:
Desa Paksebali
2. Di Sebelah Barat
:
Banjar Dinas Gerombong Wilayah Desa Sulang

3. Di Selabah Selatan
:
Desa Sampalan Klod.

4. Di Sebelah Timur
:
Desa Sulang.

B. KEADAAN PENDUDUK

Penduduk merupakan salah satu modal dasar yang utama dalam pelaksanaan pembangunan sutu Negara pada umumnya dan Desa pada khususnya, apabila dioptimalkan dalam pemanfaatannya dapat diterapkan dengan dukungan kualitas jumlah Penduduk yang ada. Akan tetapi ketika kualitas penduduk maupun daya tampung lingkungan yang ada tidak memadai atau tidak seimbang maka akan akan terjadi permasalahan yang sangat komplek yang pada akhirnya berdampak pada ketentraman Negara. Jumlah Penduduk di Desa Sampalan Tengah akhir Semester I tahun 2019 berjumlah 2.062 Jiwa yang terdiri dari : Penduduk Laki-laki sebanyak 1.025 Jiwa, Penduduk Perempuan sebanyak 1.024 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 508 KK.
C. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Penduduk Desa Sampalan Tengah bermata Pencaharian sebagai PNS, TNI/POLRI, Pensiunan, Pegawai Swasta, BUMN, Pengerajin, Pedagang, Home Industri, Pertukangan, Petani, Buruh, Ibu Rumah Tangga dan lain sebagainya.
D. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa sampalan Tengah sebagai dibawah ini :
	NO
	JENIS PENDIDIKAN
	JUMLAH (Jiwa)

	1
	2
	3

	1
	Tamat TK
	81

	2
	Belum tamat SD Sederajat
	219

	3
	Tamat SD Sederajat
	433

	4
	Tamat SLTP Sederajat
	103

	5
	Tamat SLTA Sederajat
	522

	6
	Tamat D1
	45

	7
	Tamat D2
	5

	8
	Tamat D3
	13

	9
	Tamat S1
	81

	10
	Tamat S2
	10

	11
	Tamat S3
	-

	12
	Belum/Tidak sdekolah
	260

	
	
	

	
	Jumlah
	2.062


E. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD, dalam menjalankan Roda Pemerintahan Perbekel di bantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Kekretariatan dan unsur Kewilayahan.
Unsur Sekretariat di pimpin oleh Seorang Sekretari Desa yang dibantu oleh Para Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan dipimpin oleh Kelihan Banjar Dinas. Dalam menjalankan Roda Pemerintahan selalu berkoordinasi dengan BPD dalam mengambil suatu Keputusan. Struktur Pemerintah Desa Sampalan Tengah sebagai dibawah ini  :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN 
DESA SAMPALAN TENGAH
















BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun  2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan Desa
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi :

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi DaerahKabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Pungutan Desa, Hasil Usaha Desa dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
Adapun uraian dari pagu anggaran sebagaimana dimaksud dibawah ini. 
Pagu Anggaran Desa  Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp  1.900.551.214,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) yang berasal dari : 

1. Pendapatan Asli Desa
 


: Rp.         13.000.000,00

a. Hasil Usaha Desa



: Rp            2.000.000,00
b. Pungutan Desa



: Rp            6.000.000,00
c. Lain-lain pendapatan Asli yg sah

: Rp.           5.000.000,00
2. Pendapatan Transper 



: Rp.    1.746.626.312,00
a. Dana Desa




: Rp.       784.639.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan



: Rp.         79.335.166,00
c. Bagi Hasil Retribusi
:
Rp.         36.971.757,00
d. Alokasi Dana Desa



: Rp.       986.605.291,00
PRIORITAS RENCANA, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA DESA
Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa harusnya bersinergi karena pembangunan yang telah ada baik renovasi dan perawatannya dilakukan oleh desa dan daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh desa atau oleh daerah. Pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah dan desa diusulkan melalui musrenbang yang menjadi usulan supra desa dikawal sampai kedaerah dan usulan yang dapat didanai dari bantuan ataupun PAD dalam  Rencana Kerja Pemerintah Desa.
a. Prioritas usulan Supra Desa.

Sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya semestinya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pemerintah Desa, karena kebutuhannya memang sangat mendesak, keberadaannya menyangkut orang banyak dan peningkatan perekonomian masyarakat yang salah satunya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan. Seperti pembuatan Trotoar yang menghubungkan Desa Sampalan Tengah dan Desa Sulang, karena belum ada sarana untuk pejalan kaki sehingga masyarakat pejalan kaki menggunakan jalan raya untuk berjalan kaki.
b. Prioritas usulan Lokal Desa.

Karena usulan –usulan ini merupakan inventarisasi aset desa dan hak asal-usul desa serta lokal berskala desa maka dengan dana yang masuk ke desa dapat dimaksimalkan dana tersebut bisa mengisi kebutuhan masyarakat desa yang dirasakan sangat mendesak.

BAB IV
RANCANGAN RKP DESA SESUAI BIDANG KEGIATAN
Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 mencoba menyusun suatu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2020 sesuai situasi dan kondisi Desa dan masyarakat serta melakukan penyelarasan program kegiatan Desa yang telah tertuang  dalam RPJM Desa tahun 2014 s/d 2020 dan sesuai dengan Visi dan misi Perbekel adalah :

VISI
:
Mewujudkan masyarakat Desa Sampalan Tengah yang Sejahtera dan Mandiri berdasarkan Nilai Ekonomi Sosial dan Budaya
MISI
:
1.
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkwalitas, 



2.
Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di segala bidang.



3.
Menerapkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.



4.
Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produtif sesuai dengan potensi Desa Sampalan Tengah.



5.
Melestarikan Seni Budaya dan tradisi Nenek Moyang Desa Sampalan Tengah melalui Pembangunan dan penguwatan Kegotong Royongan, harmonisasi antar kelompok yang ada di Desa Sampalan Tengah sehingga Desa Sampalan Tengah menjadi harmoni.


6.
Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang berkwalitas, Rukun dan Damai.


7.
Menciptakan Lingkungan Desa Sampalan Tengah sebagai Desa yang indah, Nyaman, Asri dan Lestari .


8.
Memberdayakan perekonomian serta potensi pertanian di desa.



9.
Pemberdayaan Lembaga yang ada di desa.



10.Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga dalam wadah karang taruna


11.Tanggap keadaan darurat bencana
Menyimak dari hal tersebut diatas dapat dijabarkan Rancangan kegiatan program tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA :
Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 merancang  anggaran sebesar                             Rp 1.165.781.200,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

e. Penyediaan Tunjangan BPD

f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
c. Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)

b. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
d. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
e. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD
5. Sub Bidang Pertanahan

a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :
Dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 merancang  anggaran sebesar                           Rp 1.637.952.541,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pendidikan

a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 

e. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2. Sub Bidang Kesehatan

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan  Permukiman **)
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

a. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)

b. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
d. Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa

5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

3.  BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :
Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 merancang  anggaran sebesar Rp 520.351.500,- dengan rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan berikut :

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
b. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

b. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
b. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
c. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a. Pembinaan Lembaga Adat

b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

c. Pembinaan PKK

4.  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 merancang  anggaran sebesar Rp 66.624.500,- dengan rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

c. Peningkatan Kapasitas BPD

3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
5.  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 merancang  anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
1.  Sub Penanggulangan Bencana


a. Kegiatan tak terduga
6.  PEMBIYAAN :
Dalam Pembiyaan, Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2020 akan melaksanakan penyetaan modal pada BUMDes Taman Arta Sejahtera Desa Sampalan Tengah sebesar Rp 521.000.000,- .
BAB VI

PENUTUP

Demikian  uraian singkat Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 tersebut diatas kami sajikan, mengingat Pemerintah Desa berupaya dengan kesungguhannya membangun Desa diberbagai aspek baik itu berupa Infrastruktur, moral, ekonomi, mental demi tatanan Desa yang lebih maju, adil makmur dan sejahtera berdasarkan asas Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada semua pihak yang berkopeten dalam hal ditetapkannya Peraturan Desa ini bilamana terdapat kekeliruan, kesalahan baik penerjemahan Bahasa, Pasal, Bab dan lainnya dimohon bantuan dan partisipasinya untuk memberikan suatu masukan kritik dan saran karena kami manusia biasa tidak luput dari keiklapan, kesalahan kekeliruan sehingga dalam penyusunan lebih lanjut dapat disempurnakan. Dan akhir kata kami tak lupa menghaturkan banyak terima kasih.






    
 PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH







                I WAYAN  MUDIARTA. 
[image: image3.jpg]



KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMPALAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHA DESA 
(RKP DESA) TAHUN 2209
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH,

Menimbang
:  a.
bahwa berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemerintah desa tentang Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020;


b.
bahwa berdasarkan poin a diatas, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 dengan Keputusan BPD. 

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355 );
3.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
5
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);
6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang  PedomanTeknis Peraturan di Desa; 
9. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11.
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans  No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa; 
12.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
MEMUTUSKAN
	Menetapkan 
	:
	

	Kesatu
Kedua
	:
:
	Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah  Desa  Sampalan Tengah untuk segera mensosialisasikan.

	Ketiga
	:
	Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Sampalan Tengah



	Keempat
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



	
	  Disepakati di    :  Sampalan Tengah

  Pada Tanggal    : 26 September 2019


	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA  SAMPALAN TENGAH

KETUA

I WAYAN WIJAYA



BERITA ACARA RAPAT BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA

Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan Kab. Klungkung
“Dalam Rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020”

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah                    Desa Sampalan Tengah Tahun 2020 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di  Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan Kab. Klungkung Provinsi bali, pada :

Hari dan Tanggal
: Kamis, 25 September 2019
Jam
: 18.00 – 20.00
Tempat
: Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah
yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini  adalah :

A. Agenda  / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sampalan Tengah Tahun 2020

2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat 

3. Penandatanganan Berita Acara Rapat Kesepakatan bersama 

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama  :

Pimpinan Rapat Konsultasi
: I Wayan Wijaya    (Ketua BPD)

Notulen
: I Putu Aryawan (Sekretaris BPD)

Narasumber
: I Wayan Mudiarta (Kepala Desa)


  I Kadek Sukarta (Sekretaris Desa)

Setelah  dilakukan  pembahasan  terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu : 

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

    Ketua BPD Sampalan Tengah
            Sekretaris BPD Sampalan Tengah
               I Wayan Wijaya


               I Putu Aryawan
Mengetahui :

Perbekel Desa Sampalan Tengah
I Wayan Mudiarta
NOTULEN
:
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA 
Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang RKP Desa Tahun 2020, pada hari Kamis tanggal 25 September 2019 Bertempat di Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengahyang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyaratan Desa Sampalan Tengah dan Pemerintah Desa Sampalan Tengah sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.  Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa Sampalan Tengah dan Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah
3. Pemerintah Desa Sampalan Tengah segera menyusun RAPB Desa Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020.

    Ketua BPD Sampalan Tengah
            Sekretaris BPD Sampalan Tengah
               I Wayan Wijaya


               I Putu Aryawan
Mengetahui :

Perbekel Desa Sampalan Tengah
I Wayan Mudiarta
. 
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
Nomor  : 910 / …… / Pem

Nomor : … / BPD-ST/IX/201
KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 

DESA SAMPALAN TENGAH

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA               (RKP - DESA) TAHUN 2020
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN MUDIARTA
:
Perbekel Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I WAYAN WIJAYA
:
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa 

1. 
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2020 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaiman tertuang pada catatan yang menjadi lampiran dalam kesepakatan ini, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2.
PIHAK PERTAMA menerima hasil pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2020 beserta lampirannya yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada catatan ( notulensi ) yang terlampir dalam kesepakatan ini, untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun 2020.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
	PIHAK PERTAMA
Perbekel Desa Sampalan Tengah
( I WAYAN MUDIARTA )


	PIHAK KEDUA

Ketua BPD Desa Sampalan Tengah
( I WAYAN WIJAYA)


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Kamis, 25 September 2019 

Jam 
: 18.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Pembahasan Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentanga Rencana Kerja Pemerintah Sampalan Tengah (RKP - Desa) Tahun 2020
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
:  Jumat, 28 Juni 2019

Jam 
:
 17.00 Wita


Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Sekaha Teruna, Keluarga Miskin dan Kelompok masyarakat sebagaiman daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

a. Materi
Pembahasan Rencana Penyusunan Dokumen RKP Desa
Evaluasi RKP Desa Tahun 2019 

Pencermatan Ulang ( review ) RPJM Desa

Persetujuan penyepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
b. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah
: I Wayan Wijaya
dari Unsur BPD

Notulen

: I Putu Aryawan 
dari Unsur BPD

Narasumber

:
1. I Wayan Mudiarta
dari Unsur Perbekel



2. I Nyoman Suarjaya
dari Unsur TAID P3MD



3. I Ngh. Adi Artawa, S dari Unsur PDTI kec dawan
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2020.

1. Melakukan evaluasi terhadap RKPDesa Tahun 2019 yang belum terealisasi serta menyepakati pencermatan ulang Dokumen RJPM Desa sesuai matrik tahun berkenaan dan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun - tahun sebelumnya untuk diserahkan kepada Tim RKP Desa agar bisa dilakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan.

2. Menetapkan Jadwal pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKP Desa
3. Menetapkan Tim Verifikasi RKP Desa sesuai dengan kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan .
4. Usulan – usulan kegiatan yang muncul saat musyawarah desa agar ditampung dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJM Desa
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

	Perbekel Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Mudiarta )
	
	Sampalan Tengah, 28 Juni 2019
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah
( I Wayan Wijaya )

	Wakil Kelompok Masyarakat

( I Nyoman Santiawan, ST.MT)


BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA
Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
:  Selasa, 10 September 2019

Jam 
:
 18.00 Wita


Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

Telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian   Berita  Acara  ini  dibuat  dengan   penuh   tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rancangan RKP Desa Tahun 2020 
2. Pemeriksaan Dokumen Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 
3. Persetujuan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2020 dan DU RKP Desa Tahun 2021 untuk diagendakan dalam forum musrenbangdes
Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian   Berita  Acara  ini  dibuat  dengan   penuh   tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana  mestinya.
	Menyetujui,
Perbekel Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Mudiarta )
	
	Ketua Tim RKP Desa

( I Kadek Sukarta )


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Rabu, 10 September 2019
Jam 
: 18.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa         ( RKP Desa ) Tahun 2020
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	I WAYAN MUDIARTA
	Pembina/Penanggungjawab
	

	2
	I KADEK SUKARTA
	Ketua
	

	3
	IR. I KADEK OKA ADNYANA
	Sekretaris
	

	4
	I WAYAN SUGIANTARA
	Anggota
	

	5
	I KOMANG BUANA
	Anggota
	

	6
	I WAYAN SUJANA
	Anggota
	

	7
	NI NENGAH SUDIARNING
	Anggota
	

	8
	NI KETUT MULIARTI
	Anggota
	

	9
	I KOMANG ANTARA
	Anggota
	

	10
	I GA. MANIK JULIANTARI
	Anggota
	

	11
	I WAYAN SUTA
	Anggota
	


BERITA ACARA 

VERIFIKASI RANCANGAN RKP - DESA
Berkaitan dengan disampikannya Rancangan RKP Desa oleh Tim RKP Desa, maka Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2020 di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
:  Rabu, 11 September 2019

Jam 
:
 18.00 Wita


Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

Telah melakukan Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana ketentuan terlampir.

Demikian   Berita  Acara  ini  dibuat  dengan   penuh   tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pemerikasaan berkas Rancangan RKP Desa Tahun 2020
2. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai format lampiran Permendagri 114 Tahun 2014 tentang verifikasi Rancangan RKP Desa

3. Melakukan rapat Tim untuk menilai kelayakan Rancangan sesuai ketentuan yang berlaku
Hasil kegiatan berupa verifikasi rancangan RKP Desa sudah disampaikan kembali kepada Tim Verifikasi sebagaimana dokumen terlampir untuk diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian   Berita  Acara  ini  dibuat  dengan   penuh   tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana  mestinya.

	
	
	Tim RKP Desa Tahun 2020
Ketua
( I Gede Kusuma, SE )

Sekretaris

( I Wayan Karta )

Anggota

( I Nyoman Santiawan )

( Ni Komang Mastini )

( I Wayan Widja )


DAFTAR HADIR 
Hari /Tanggal
: Rabu, 11 September 2020
Jam 
: 18.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2020 oleh Tim Verifikasi RKPDesa.
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	I GEDE KUSUMA.
	Ketua
	

	2
	I WAYAN KARTA
	Sekretaris
	

	3
	I NYOMAN SANTIAWAN
	Anggota
	

	4
	NI KOMANG MASTINI
	Anggota
	

	5
	I WAYAN WIDJA.
	Anggota
	


BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2020 di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
: Kamis, 19 September 2019

Jam 
:
 17.30 s.d. 21.30

Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

telah diadakan acara Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, LPM dan wakil – wakil kelompok masyarakat sebagaiman daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber  adalah :

c. Materi

Pemaparan RKP Desa Tahun 2020
Pemaparan dan Perengkingan Kegiatan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
d. Kriteria dan verifikasi RKPDes 2020 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa 

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan 

5. Gambar Rencana Prasarana 

6. Rencana Anggaran Biaya 

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

e. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah
: I Wayan Mudiarta 
dari Unsur Pemerintah Desa

Notulen

: I Kadek Sukarta
dari Unsur Pemerintah Desa

Narasumber

:
1. I Wayan Mudiarta
dari Unsur Pemerintah Desa




2. I Wayan Wijaya
dari Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2020 :
1. Kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan dalam RKP Desa Tahun 2020 harus tetap mengacu pada RPJM Desa
2. Dalam Penetapan RKP Desa juga harus mengacu pada regulasi yang ada selain RPJM Desa untuk menghindarkan permasalahan dikemudian hari

3. Selain Kegiatan yang bersifat rutinitas maka kegiatan yang menjadi Prioritas utama adalah kegiatan yang mengacu pada kegiatan lingkungan yang bersifat mendesak diantaranya Pembangunan jalan dikawasan Pemukiman dan pemberdayaan masyarakat.

4. Kegiatan yang tidak bersifat urgent agar diletakkan di rengking bawah dan kalaupun pagu tidak mencukupi agar dilaksanakan pada saat Perubahan APBDes
5. Daftar usulan RKP adalah merupakan aspirasi masyarakat secara murni

6. Kegiatan dari instansi luar yang akan masuk kedesa agar dikordinasikan terlebih dahulu agar desa bisa menyiapkan diri baik dari segi waktu maupun pendanaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

	Ketua BPD

( I Wayan Wijaya )
	
	Sampalan Tengah, 19 September 2019
Perbekel Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Mudiarta )

	Wakil Kelompok Masyarakat

( I Gede Kusuma, SE )


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
:  Kamis, 19 September 2019
Jam 
: 18.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa                           ( Musrenbangdes ) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2020
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PERBEKEL


I WAYAN MUDIARTA











BPD








SEKRETARIS 


I KADEK SUKARTA








KAUR.. TATA USAHA DAN UMUM


I KOMANG ANTARA








KAUR. KEUANGAN


NI NGH SUDIARNING








KAUR. PERENCANAA


I G. MANIK JULIANTARI








KASI. PEMERINTAHAN


I WAYAN SUJANA








KASI. KESEJAHTERAAN


I KOMANG BUANA








KASI. PELAYANAN


NI KETUT MULIARTI








KBD. PAKEL


I WAYAN SUTA





KBD. PAPAAN


I WAYAN SWIRA








KBD. JABON


I GEDE OKA WIADNYANA











